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Abstract

Public services aim to meet the needs of
the community in carrying out rights and
obligations and improving welfare that can
realize a just and social order. In creating the
effectiveness of public services in the
government environment, a bureaucratic
reform in public services is needed. The
Indonesian government utilizes  existing
technology to create better public services by
organizing online public services. The Sidoarjo
Regency Government together with the
Sidoarjo Regency Population and Civil
Registration Office issued a new breakthrough
in public services, especially in the service of
population administration and civil registration
with the issuance of the Via Online Service
application (PLAVON). The purpose of this
study was to determine and analyze the
effectiveness of the Dukcapil Via Online
Service (PLAVON) in Permisan Village, Jabon
District, Sidoarjo Regency. This study uses
gualitative  research with a descriptive
approach. The results showed of the
effectiveness of the Dukcapil Via Online
Service (PLAVON) in Permisan Village, Jabon
District, was still not running optimally,
especially in provision of socialization to the
community.
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Pendahuluan

Desa merupakan satuan terkecil dalam susunan pemerintahan, karena desa
berkaitan langsung dengan masyarakat. Desa dengan hak otonominya dapat mengatur
sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat yang ada di desa, salah satunya ialah pada
proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah desa. Pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa “Pelayanan
publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adminsitratif yang disediakan
penyelenggara pelayanan publik” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). Jadi
pelayanan publik adalah semua layanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai
bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat karena pada hakikatnya pemerintah
merupakan penyedia layanan publik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik yang
berkualitas dengan berorientasi kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikah
sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Alim, 2022). Agar tercipta
pelayanan publik yang baik, pemerintah Indonesia menetapkan standar pada pelayanan
publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 menyatakan bahwa agar dapat menyediakan
pelayanan publik yang baik dengan memperhatikan persyaratan, prosedur pelayanan,
ketepatan waktu, biaya, produk dan pengelolaan pengaduan (Permenpan RB, 2017).
Menurut Sedarmayanti, (2003) bahwa pelayanan publik bisa dikatakan baik apabila
memenuhi beberapa prinsip dasar yakni tranparansi, akuntabilitas, partisispasi
masyarakat dan jaminan kepastian hukum (Yuliana, 2013). Berdasarkan laporan
masyarakat pada Ombudsman, praktik pelayanan publik yang diberikan masih memiliki
beberapa permasalahan seperti adanya birokrasi yang kompleks dan pelayanan yang
terkesan ribet dan pelayanan yang tidak efisien dan efektif. Demikian juga dalam proses
pemberian pelayanan publik masih dijumpai praktik KKN (Ombudsman, 2022). Untuk
mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas
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pelayanan publik yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

Teknologi mengalami perkembangan yang semakin pesat, transformasi teknologi
telah mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses sebuah informasi.
Sekarang ini, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses semakin
meningkat karena saat ini teknologi sangat melekat oleh hampir seluruh kehidupan
masyarakat setiap harinya (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Menghadapi hal tersebut,
pemerintah dituntut agar ikut tanggap dalam menghadirkan sebuah pelayanan publik
yang makin terintegrasi dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Untuk itu,
pemanfaatan teknologi menjadi sebuah solusi dalam mempermudah penyelenggaraan
pelayanan publik. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen dalam menjalankan
pelayanan publik secara online melalui Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (PANRB, 2018). Peraturan
tersebut menjadi dasar bagi pelaksaan pelayanan publik yang bersifat digital, baik pada
tingkatan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan serta desa di seluruh
Indonesia.

E-government merupakan sebuah jawaban dari permasalahan pelayanan publik
yang kompleks di setiap instansi pemerintah, tak terkecuali pemerintah desa melalui
pelayanan online. Pelayanan online bukan hanya terkait dengan website atau aplikasi
desa, tapi merupakan suatu sistem yang terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga
tercipta penyelenggaran pelayanan publik yang efisien dan transparan (Hakim et al.,
2019). Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkatan pusat maupun
tingkatan daerah telah menggunakan sistem onl/ine, namun di beberapa daerah pelosok
sedikit kesulitan dalam menerapkan pelayanan secara online, menurut Kemenkominfo
hal ini dikarenakan kurangnya pemerataan teknologi serta masih banyaknya masyarakat
yang gagap teknologi (Ayuningtiyas, 2022).

Sidoarjo terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal dengan
sebutan Kota Delta. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai
potensi yang dimiliki oleh kabupaten Sidoarjo seperti dalam rangka memperbaiki
penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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memberikan dukungan dalam penerapan pelayanan publik berbasis on/ine dengan
mengalokasikan dana sekitar 3 (tiga) milyar sejak tahun 2013 (Mariano, 2019).
Pemasangan wi-f7 juga dilakukan dalam menunjang pelayanan publik berbasis online
yang terpasang di setiap kecamatan yang ada di wilayah sidoarjo, begitupun dengan
desa-desa yang ada di wilayah sidoarjo, selain itu juga disediakan wi/-f gratis pada area
hijau pusat kota seperti alun-alun dan taman (Kartika & Iskandar, 2021). Salah satu
inovasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo yaitu aplikasi Pelayanan Via Online
(PLAVON) Dukcapil untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

PLAVON Dukcapil diciptakan oleh humas Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dan
disosialisasikan melalui instagram untuk mempermudah pengurusan dokumen
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Hamidah et al., 2022). PLAVON
Dukcapil diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo, salah satu desa yang menerapkan
Plavon Dukcapil yakni Desa Permisan dalam membantu pengurusan dokumen
administrasi dan pencatatan sipil. Desa Permisan adalah desa yang terletak pada
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Semenjak tersebarnya pandemi Covid-19,
pelayanan publik di desa permisan menggunakan sistem PLAVON Dukcapil untuk
mengurangi mobilitas masyarakat di masa pandemi. Pelaksanaan pelayanan publik
melalui PLAVON Dukcapil ini dilakukan dengan melakukan pendaftaran di website
PLAVON http://plavon.sidoarjokab.go.id Sehingga masyarakat lebih diuntungkan karena
masyarakat tidak perlu datang langsung, namun kebanyakan dari mereka lebih memilih
untuk mengurus langsung secara offfine. Berikut ini adalah daftar pengguna PLAVON
Dukcapil melalui petugas pelayanan di Desa Permisan.

Rekapitulasi Pengguna Pelayanan
Aplikasi PLAVON Dukcapil Pemerintah Desa Permisan

No. Tahun Jumlah Pengguna PLAVON Dukcapil
1 2021 127
2 2022 335
3 2023 - Mei 175

Sumber; Diolah dari Pemerintah Desa Permisan, (2023)
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Berdasarkan data tabel diatas pada tahun 2021 sebanyak 96 dokumen yang
diajukan namun terdapat 29 dokumen yang tidak dapat diproses. Pada tahun 2022
terdapat 314 dokumen yang diajukan namun terdapat 21 dokumen yang tidak dapat
diproses. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 164 dokumen yang diajukan namun
terdapat 11 dokumen yang tidak dapat diproses.

Pernyataan diatas didukung oleh beberapa hasil kajian empiris. Hasil penelitian
terdahulu oleh Safira et al., (2022) menyatakan bahwa PLAVON Dukcapil berjalan
dengan baik dan efektif, namun pelaksanaan sosialisasi PLAVON Dukcapil masih belum
optimal. Hasil kajian lainnya oleh Juprihantoro & Pradana, (2023) juga menunjukan
bahwa penerapan inovasi PLAVON sudah berjalan cukup baik, namun kekurangannya
adalah belum ada opsi bahasa lain untuk mengubah bahasa resmi yang dapat digunakan
oleh pengguna, tidak tersedia animasi yang intuitif, belum tersedia halaman bantuan
atau FAQ. Dukungan hasil kajian empiris lainnya bersumber dari Bianto & Choiriyah,
(2023) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan e-government melalui PLAVON
Dukcapil di Desa Pulungan sudah cukup baik nhamun masih ditemui kendala seperti
penerapan e-government yang masih kurang sosialisasi dari pihak pemerintah desa,
jaringan internet kurang stabil dan tidak semua masyarakat dapat mengakses aplikasi
PLAVON khususnya untuk lansia atau lanjut usia.

Jika dilihat dari ketiga penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan dengan masalah
yang ditemukan pada observasi awal. Masalah yang berkaitan yaitu terkait dengan
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
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Menu Pengajuan Dokumen Adminduk
pada Aplikasi PLAVON Dukcapil di Pemerintah Desa Permisan
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Sumber; Diolah dari Pemerintah Desa Permisan, (2023)

Berdasarkan observasi dilapangan terdapat beberapa permasalahan dalam
efektivitas PLAVON Dukcapil di Desa Permisan. Pertama, Pemerintah dirasa masih
kurang dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat masih awam
tentang aplikasi PLAVON Dukcapil karena hanya dikakukan sosialisasi melalui instagram
dan sosialisasi dikecamatan yang hanya diwakili oleh beberapa perangkat desa. Kedua,
banyak masyarakat yang lebih memilih datang secara langsung ke balai desa untuk
mengurus dokumen yang diperlukan karena mereka menganggap bahwa pengurusan
dokumen melalui aplikasi PLAVON Dukcapil terkesan berbelit-belit khususnya bagi
kalangan lansia atau lanjut usia. Ketiga, dalam melakukan kepengurusan dokumen
online, masyarakat mengalami kendala terkait dengan jaringan yang sering error atau
tidak stabil. Keempat, PLAVON Dukcapil hanya dapat diakses pada jam kerja pegawai
sehingga apabila melakukan pengurusan lebih dari jam 15.00 WIB maka website akan
otomatis tidak dapat diakses. Kelima, pemberi pelayanan pada masyarakat di Desa
Permisan tidak dilakukan oleh KASI Pelayanan Publik melainkan oleh KAUR Tata Usaha
dan Umum.

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas PLAVON Dukcapil di Desa Permisan
penulis menggunakan indikator dari teori efektivitas oleh James L. Gibson (1996).
Pertama, produktivitas yaitu kemahiran organisasi saat memproses jumlah dan menjaga

mutu yang sesuai dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, efisiensi yaitu
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perbandingan antara apa yang menjadi pengeluaran dari program dengan apa yang
menjadi masukan dari program yang dijalankan. Ketiga, kepuasan yaitu kemampuan
organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, adaptasi yaitu
kemampuan masyarakat dan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi.
Kelima, pengembangan yaitu pengukuran organisasi dalam meningkatkan kapasitasnya
untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah
untuk menganalisis tingkat efektivitas Pelayanan Via Online (PLAVON) Dukcapil di Desa

Permisan.

Kerangka Teoritis
Efektivitas

Menurut Mardiasmo, (2018) bahwa efektivitas adalah standar dari berhasil
tidaknya organisasi atau perusahaan untuk mencapai harapannya (Margareta, 2022).
Efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran untuk mengukur suatu keberhasilan
sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat diukur melalui proses yang
diinginkan sesuai dengan realitanya dilapangan.
Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu pelayanan yang dilakukan
oleh aparatur pemerintah pusat maupun daerah untuk melayani masyarakat dalam hal
barang ataupun jasa (Margareta, 2022). Jadi pelayanan publik adalah semua layanan
yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
karena pada hakikatnya pemerintah merupakan penyedia layanan publik. Sebagai
penyedia layanan publik pemerintah harus berkomitmen agar dapat menyediakan
pelayanan publik yang berdasarakan pada prinsip pelayanan publik yang baik dengan
menerapkan akuntabilitas, tranparansi dan profesionalitas
PLAVON Dukcapil

PLAVON Dukcapil yaitu layanan masyarakat Sidoarjo yang dapat diakses melalui
smartphone pribadi. PLAVON dikeluarkan oleh Dukcapil Sidoarjo sebagai inovasi
pelayanan via online sesuai dengan singkatannya. PLAVON dapat digunakan untuk
mengajukan delapan dokumen kependudukan yang terdiri dari akta kelahiran, akta
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kematian, E-KTP, KIA, Surat Keterangan Pindah (SKPWNI), Surat Keterangan Datang
(SKDWNI), Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (Dewanti, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
karena menjadi salah satu desa yang dapat dijadikan literasi dalam Efektivitas PLAVON
Dukcapil. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang menggunakan
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan
data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh pada saat
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara langsung di
lapangan. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara tidak langsung oleh
peneliti dari literatur jurnal ataupun melalui media massa.

Triangulasi digunakan untuk menetapkan keabsahan data melalui triangulasi
sumber yang diperoleh dari wawancara dan dokumen agar jawaban yang didapatkan
lebih jelas. Teknik purpossive sampling digunakan untuk proses penentuan informan.
Informan kunci yang dipilih yaitu KAUR TU dan Umum Desa Permisan yang merupakan
orang yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang mengajukan
dokumen melalui aplikasi PLAVON Dukcapil. Selain menetapkan informan kunci, terdapat
informan lain dalam mendukung penambahan informasi agar data yang diperoleh
lengkap, diantaranya yaitu Kepala Desa Permisan dan salah satu perwakilan masyarakat
Desa Permisan yang mengajukan permohon melalui PLAVON Dukcapil. Model analisis
data menggunakan model dari Miles dan Huberman, (1994). Pertama, teknik
pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Kedua, reduksi data menggunakan analisis wacana dilakukan dengan merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, membuat abstraksi dan menggolongkan data. Ketiga,
penyajian data yang merupakan proses mencocokkan persamaman maupun selisih dari
hasil reduksi data temuan yang berdasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu.
Keempat, penarikan kesimpulan yang merupakan hasil yang mewakili keseluruhan isi
dari penyajian data yang telah disajikan sebelumnya.
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Pembahasan Hasil Penelitian
Produktivitas

Produktivitas dinilai dari pemanfaatan sumber daya oleh sistem kerja
organisasi melalui prosedur pelayanan yang diberikannya, dan prosedur pelayanan
yang tidak berbelit tentunya akan memudahkan masyarakat. Menurut Soputan,
(2013) bahwa produktivitas pelayanan adalah cara dalam meningkatkan apa yang
sudah ada dengan memperhatikan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya
yang dimiliki organisasi tersebut untuk membantu dan memuaskan orang lain (Febri
Dwi Ramayanti et al., 2022). Berdasarkan SK Adminduk PLAVON mengenai arahan
penggunaan PLAVON Dukcail sebagai reformasi birokrasi pelayanan publik yang ada di
wilayah Sidoarjo. Semua wilayah di Sidoarjo baik dari tingkat Kabupaten bahkan desa
telah menerapkan PLAVON Dukcapil sebagai pelayanan dalam mengurus terkait dengan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam memberikan pelayanan publik melalui PLAVON Dukcapil pemerintah
Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa prosedur yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan. Setiap pelayanan publik melalui PLAVON Dukcapil memiliki
prosedur dan mekanismenya masing-masing. Operator PLAVON Dukcapil selaku
pemberi pelayanan juga harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
ada, diantaranya vyaitu sebagai operator maka diharuskan terampil dalam
mengoperasikan komputer dan teknologi informasi, dalam memberikan pelayanan
harus bersikap sopan, ramah, komunikatif dan bersikap disiplin serta tepat waktu
pelayanan. Jika dilihat dari produktivitas petugas pelayanan atau operator PLAVON
Dukcapil Desa Permisan sudah cukup baik dan mahir ketika proses penyampaian dan
penyelesaian serta bagaimana petugas dalam mengarahkan masyarakat yang tidak
mengerti proses pengajuan dokumen melalui PLAVON Dukcapil, hal tersebut sesuai
dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu Ma'rufah selaku masyakat yang
mengatakan bahwa;

"Karena kami kesusahan dengan alur layanan melalui PLAVON Dukcapil dkami
meminta tolong kepada operator PLAVON Dukcapil yang sigap dalam membantu
masyarakat dengan menjelaskan secara rinci, jika masyarakat masih merasa
bingung maka akan diajukan oleh petugas desa”
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Namun warga Desa Permisan kebanyakan tidak melakukan pelayanan melalui
PLAVON Dukcapil secara mandiri namun melalui operator PLAVON Dukcapil yang ada
di kantor desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan KAUR TU
dan Umum selaku operator PLAVON Dukcapil, bahwa jumlah pengajuan yang diajukan
oleh masyarakat dari tahun 2021 hingga sekarang sebanyak 564 dokumen. Berikut ini
adalah daftar rekapitulasi dokumen yang diajukan oleh masyarakat melalui operator
PLAVON Dukcapil.

Rekapitulasi Pengajuan Dokumen
Melalui Aplikasi PLAVON Dukcapil Pemerintah Desa Permisan

2021 2022 2023
. Dokumen Dolfumen Dolfumen Dokumen Dolfumen
Jenis Selesai Tidak Doku men Tidak Selesai Tidak
Dapat Selesai Dapat Dapat
Diproses Diproses Diproses
SKDWNI 4 3 26 0 11 0
SKPWNI 8 3 17 0 7 0
Kartu 17 1 93 1 44 1
Keluarga
KIA 16 0 24 2 19 2
KTP 26 4 100 4 62 3
Akta 24 14 48 9 18 4
Kelahiran
Akta
Kematian 1 2 6 > 3 1
Jumlah 96 27 314 21 164 11

Sumber; Diolah dari Pemerintah Desa Permisan, (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat dokumen yang tidak dapat
diproses, namun dokumen yang tidak dapat diproses setiap tahun mengalami
penurunan yang cukup signifikan dan jumlah dokumen yang selesai jauh lebih banyak
dibandingkan dengan dokumen yang tidak dapat di proses. Melihat dari banyaknya
dokumen yang selesai dan sistem kerja organisasi dalam memanfaatkan sumber daya
melalui prosedur pelayanan yang mereka berikan mengindikasikan bahwa operator
PLAVON mampu memberikan pelayanan publik dengan baik.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut James L.
Gibson dalam aspek produktivitas KAUR TU dan Umum sebagai operator PLAVON
Dukcapil yang dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang
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ditetapkan. Hal dibuktikan dengan kepercayayan masyarakat terhadap pemerintah
Desa Permisan yang sangat responsif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat,
maka dari itu produktivitas operator PLAVON Dukcapil dalam memberikan pelayanan
publik sudah cukup maksimal.

Efisiensi

Pelayanan yang efisien merupakan sebuah pelayanan yang dapat meringankan
masyarakat sebagai pengguna jasa. Hal ini dilaksanakan melalui pemberian pelayanan
yang berkualitas dengan kemudahan ketika mengakses pelayanan serta ketepatan
waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai SOP. Dwiyanto mendefinisikan
efesiensi pelayanan sebagai perbandingan antara /nput dan output, dimana organisasi
pelayanan dapat menyediakan /nput pelayanan seperti waktu pelayanan yang
meringankan masyarakat pengguna jasa dan sisi output pelayanan, organisasi
pelayanan secara ideal harus dapat memberikan produk atau jasa layanan yang
berkualitas (Febri Dwi Ramayanti et al., 2022).

Adanya PLAVON Dukcapil sebagai pelayanan publik on/ine masyarakat tidak
harus datang secara langsung untuk mengajukan dokumen yang diajukan sehingga
waktu yang diperlukan dalam mengurus dokumen penduduk dapat berkurang dengan
alur pendaftaran yang lebih singkat dan dapat dilakukan dimanapun melalui
smartphone pribadi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, mereka
mengatakan bahwa;

"Mulai dari waktu kepengurusan dokumen sampai dengan dokumen tersebut

selesal cukup cepat dan berkas dokumen dikirim dengan format elektronik

melalui e-mail”.

Namun masyarakat mengeluhkan terkait dengan waktu penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan juga KIA (Kartu Identitas Anak) yang apabila dilihat dari standar
pelayan yang telah ditentukan yakni jangka waktu pelayanan hanya 2 hari. Hal ini sesuai
dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan KAUR TU dan Umum bahwa;

"Memang untuk penerbitan KTP belum sesuai dengan standar pelayanan yang
ada karena penerbitan KTP tergantung dari ketersediaan blangko yang ada
begitupun dengan penerbitan KIA”

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut James L.

Gibson dalam aspek efisiensi belum sepenuhnya berjalan maksimal karena beberapa
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dokumen kependudukan tidak selesai sesuai dengan prosedur waktu pelayanan dari
proses pengajuan hingga penerbitan yang telah ditetapkan seperti pada penerbitan KTP
dan juga KIA.

Kepuasan

Kepuasan disini merupakan bagaimana suatu organisasi dalam memenubhi
kebutuhan dari masyarakat sehingga dapat memberikan rasa puas. Freddy Rangkuti,
(2003) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan
yaitu ditentukan dari kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang
bersifat pribadi (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Kepuasan masyarakat dapat menjadi
penilai dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, karena penilaian
masyarakat menjadi wujud nyata terhadap sistem pelayanan yang diterima oleh
masyarakat.

Dengan adanya aplikasi PLAVON Dukcapil ini masyarakat hanya perlu
mengakses website PLAVON Dukcapil yang dapat dilakukan melalui smartphone pribadi
tanpa perlu datang secara langsung untuk mengajukan kepengurusan dokumen.
Beberapa masyarakat Desa Permisan mereka merasa lebih nyaman dalam melakukan
pelayanan publik secara offiine apalagi bagi orang-orang yang gaptek atau sudah
berumur akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan layanan PLAVON Dukcapil.
Hal tersebut dipertegas dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu ma’rufah selaku
masyarakat bahwa;

"Memang pelayanan online dapat dilakukan dimana saja tapi bagi orang-orang
yang kurang faham dengan teknologi sedikit kesusahan meskipun sudah
dijelaskan alurnya oleh petugas operator, belum lagi bingung apabila
memasukkan e-mail karena lupa passwordnya”

Padahal dengan adanya PLAVON Dukcapil ini dapat membantu masyarakat Desa
Permisan, apalagi letak Desa Permisan yang dirasa cukup jauh dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo seharusnya merasa diuntungkan. Mereka
rela mengantri ke kantor desa untuk mengurus secara langsung dokumen. Hal ini sesuai
dengan wawancara yang dilakukan dengan KAUR TU dan Umum selaku operator
PLAVON di Desa Permisan bahwa;

“Masyarakat pasrah dengan pelayanan digital yang ada dengan meyerahkan
semua urusan kepengurusan dokumen kependudukan melalui aplikasi PLAVON
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Dukcapil kepada saya dengan membawa berkas yang djperlukan sebagai

persyaratan pengajuan dokumern’”

KAUR TU dan Umum selaku operator PLAVON Dukcapil tidak merasa terbebani
dengan hal tersebut karena memang menjadi tugasnya, tetapi memang karena
beberapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan pelayanan secara langsung maka
terdapat antrian dalam pengajuan pelayanan dan masyarakat juga tetap harus datang
ke Dukcapil untuk mengambil dokumen yang sudah diselesaikan. Pernyataan ini apabila
dikaitkan dengan teori efektivitas menurut James L. Gibson dalam aspek kepuasan
belum sepenuhnya berjalan maksimal, hal ini dikarenakan beberapa masyarakat masih
merasa bahwa pelayanan secara offline jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan
dengan pelayanan melalui PLAVON Dukcapil sedikit berbelit-belit.

Adaptasi

Menurut Gibson Ivancevich Donnelly, (2003) bahwa keadaptasian yaitu dimana
organisasi bisa mengatasi dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi baik itu
perubahan internal maupun perubahan eksternal (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Pada
pemerintahan Desa Permisan yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik
adalah KASI Pelayanan namun karena kurang faham teknologi membuatnya tidak bisa
membantu memberikan pelayanan publik melalui PLAVON Dukcapil. Hal ini di pertegas
dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Mudjito selaku Kepala Desa Permisan
bahwa;

"Karena usia KASI Pelayanan yang sudah senja dan beliau kuarang faham terkait

dengan teknologi maka untuk tugas pemberian pelayanan kita alihkan ke KAUR

TU dan Umum, kita juga menganggarkan dana untuk KAUR TU dan Umum

sebagai operator PLAVON Dukcapil”

Jadi penyelenggaran pelayanan publik melalui sistem on/ine dialihkan kepada
KAUR TU dan Umum sebagai operator PLAVON Dukcapil. Sebelum menerapkan PLAVON
Dukcapil dalam pelayanan publik diadakan sebuah pelatihan atau bimtek dengan
memberikan materi terkait pelaksanaan pelayanan publik melalui PLAVON Dukcapil
dengan memberitahu perubahan terkait SOP yang ada.

Masyarakat disini berperan sebagai sasaran dari program tersebut. Namun,
banyak masyarakat yang belum mengerti terkait dengan aplikasi PLAVON Dukcapil

dimana banyak dari masyarakat yang datang secara langsung ke kantor desa dalam
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mengajukan dokumen. Kurangnya masyarakat yang mengetahui penyelenggaran
pelayanan digital melalui PLAVON Dukcapil ini juga diakibatkan oleh faktor rendahnya
proses sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dukcapil Sidoarjo
hanya dilakukan pada media sosial yakni /nstagram namun hal ini masih cukup kurang
karena tidak semua orang memiliki akun /nstagram ataupun mengikuti /nstagram
Dispendukcapil. Pemerintah Desa Permisan juga dirasa kurang dalam memberikan
sosialisasi kepada masyarakat desa, karena mereka memberikan stand spanduk
didepan pintu masuk sebagai informasi pelayanan melalui PLAVON Dukcapil.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut James L.
Gibson dalam aspek adaptasi belum sepenuhnya berjalan maksimal karena perangkat
Desa Permisan yang bertugas dalam memberikan pelayanan tidak bisa membantu
dalam memberikan pelayanan secara online. Adapun masyarakat sebagai sasaran dari
program yang belum mengerti terkait dengan pelayanan publik digital melalui aplikasi
PLAVON Dukcapil.

Pengembangan

Gibson Ivancevich Donnelly, (2003) mengatakan bahwa pengembangan yaitu
pengukuran kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam
menghadapi tuntutan masyarakat (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Dalam membuat
pelayanan melalui online sangat riskan terkait dengan pencurian data yang patut
diwaspadai dalam melakukan pelayanan melalui on/ine. Untuk menghindari adanya
kebocoroan ataupun pencurian data terdapat perjanjian yang dilakukan kepada semua
operator PLAVON Dukcapil. Terkait hal ini, Yesti Dwi Afriana selaku operator PLAVON
Dukcapil mengatakan bahwa;

"Agar data yang di upload oleh masyarakat ini tidak mengalami kebocoran maka

semua operator PLAVON Dukcapil diperintahkan untuk menandatangani

perjanjian SPTIM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), karena kami

yang memegang data-data yang diberikan oleh masyarakat maka dari itu harus

amanah untuk menjaga kerpercayaan masyarakat”

Perjanjian yang dilakukan oleh operator ini dilakukan diatas meterai, sebagai
upaya untuk melindungi dokumen masyarakat jika hal terjadi hal yang tidak diinginkan
maka bisa diminintai pertanggung jawaban sesuai dengan SPTIM yang mereka tanda

tangani. Adapun permasalahan yang kerap terjadi peda setiap pelayanan yakni terkait
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dengan jaringan yang error ataupun /loading yang lama. Karena faktor jaringan yang
buruk dan error pada saat melakukan pelayanan online tidak dapat dihindari maka
Dukcapil Sidoarjo memiliki sebuah grup whatsapp sebagai bentuk koordinasi dengan
operator PLAVON Dukcapil di desa maupun kecamatan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Yesti
selaku operator PALVON Dukcapi bahwa;

“Jika terjadi error atau jaringan lemot maka kami akan melakukan pengaduan

melalui grup Whatsapp yang beranggotakan semua oparator PLAVON Dukcapil

dari semua wilayah di Sidoarjo, ini dilakukan agar dalam berkoordinasi lebih
mudah sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya, Dukcapil juga tanggap dalam
merespon permasalahan yang disampaikan”

Selain membuat grup dalam berkoordinasi dengan operator PLAVON Dukcapil,
Dukcapil Sidoarjo juga menyiapkan sebuah Aotline sebagai sarana bagi masyarakat
untuk mengajukan pengaduan terkait dengan permasalahan yang ada pada saat
melakukan pelayanan melalui aplikasi PLAVON Dukcapil. Jika ada permasalahan terkait
dengan PLAVON Dukcapil, masyarakat bisa menhubungi melalui ca// center Dukcapil
yakni 031-8952939 dan 031-8960177, ataupun bisa menghubungi melalui whatsapp
pengaduan pada nomor 0811 3425 731.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut James L.
Gibson dalam aspek pengembangan sudah berjalan cukup maksimal, hal ini bisa diliat
melalui perkembangan yang terus dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Sidoarjo seperti
dalam menghindari adanya kebocoran data, seluruh operator PLAVON Dukcapil
menandatangani SPTIM sebagai bentuk tanggung jawab apabila ada kebocoran data.
Adapun Dukcapil membuat grup whatsapp untuk berkoordinasi dengan operator
PLAVON Dukcapil di wilayah Sidoarjo. Dukcapil juga mempermudah masyarakat dalam

membuat pengaduan melalui hotline call center dan nomor whatsapp.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang efektivitas PLAVON Dukcapil di
Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan dengan
ditinjau dari 5 aspek antara lain;
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1. Produktivitas KAUR TU dan Umum sebagai operator PLAVON Dukcapil yang dalam
memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal
ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Permisan
yang sangat responsif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat, maka dari itu
produktivitas operator PLAVON Dukcapil dalam memberikan pelayanan publik sudah
cukup maksimal.

2. Efisiensi belum sepenuhnya berjalan maksimal karena beberapa dokumen
kependudukan tidak selesai sesuai dengan prosedur waktu pelayanan dari proses
pengajuan hingga penerbitan yang telah ditetapkan seperti pada penerbitan
penerbitan KTP dan juga KIA.

3. Kepuasan masyarakat adalah hal yang sangat pennting namun masyarakat merasa
kurang puas karena merasa bahwa pelayanan secara offiine jauh lebih mudah
dilakukan dibandingkan dengan pelayanan melalui PLAVON Dukcapil sedikit ribet.

4. Adaptasi oleh perubahan yang terjadi pada penyelenggaran pelayanan publik ini
masih belum berjalan maksimal hal ini dikarenakan adanya perangkat desa yang
bertugas sebagai pemberi pelayanan yakni KASI Pelayanan yang tidak dapat dapat
melakukan tugasnya karena kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi.
Adapun masyarakat sebagai sasaran dari program yang belum mengerti terkait
dengan aplikasi PLAVON Dukcapil karena kurangnya sosialisasi yang diberikan.

5. Pengembangan yang dilakukan oleh Dukcapil dalam menanggapi keluhan dari
masyarakat sudah sangat baik hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik
antara Dukcapil dengan operator PLAVON Dukcapil dalam menghadapi permasahan
yang terjadi pada proses pelayanan online dan masyarakat juga dapat mengajukan
pengaduan mereka melalui call center Dukcapil. Adapun dalam mencegah
kebocoran data Dukcapil memberikan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh
operator PLAVON Dukcapil di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam SPTIM.

Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil peneliti merekomendasikan agar pemerintah

Desa Permisan agar dapat mengevaluasi atau memperhatikan terkait dengan efektivitas

PLAVON Dukcapil dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pemberian

sosialisasi terkait dengan PLAVON Dukcapil. Pemerintah bisa mulai dengan memberikan
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kepastian waktu yang sesuai dengan SOP yang ada, selain itu pemerintah juga
diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aplikasi
PLAVON Dukcapil.
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